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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan 

Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan 

karunia Tuhan Yang Maha Esa kami dapat 

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri 

Meulaboh Tahun 2019, yang intinya memuat 

laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Meulaboh 

selama kurun waktu 1 (satu) tahun.  

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu 

instansi, karena  LKJiP 2019 ini juga melaporkan suatu pencapaian kinerja selama 

tahun 2019 sesuai dengan rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis 

Pengadilan Negeri Meulaboh. 

 Kami menyadari dalam penyusunan LKJiP Pengadilan Negeri Meulaboh ini 

tentunya masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kami mohon masukan dan 

usulan yang positif,namun bersifat membangun kinerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Meulaboh dimasa yang akan datang. Artinya 

dengan menganalisa hasil Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 

2019 yang telah tersusun ini, maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk 

meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Meulaboh. 

 Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu  penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) Pengadilan Negeri Meulaboh tahun 2019 ini. 
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Semoga dengan tersusunnya LKjIP Pengadilan Negeri Meulaboh ini akan 

memacu kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Meulaboh. 

 

               Meulaboh, 3 Februari 2020 

             KETUA PENGADILAN NEGERI 

                                                    MEULABOH, 

 

 

ZULFADLY, SH,. MH 
Nip : 197609062001121002 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

  

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

Pengadilan Negeri Meulaboh tahun 2019 adalah merupakan suatu bentuk 

pertanggungjawaban instansi dalam memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

instansi selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan, LKjIP 2019 ini sekaligus juga 

dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik 

Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah yang dituangkan dengan Surat Edaran Kementrian Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 

PER/09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja 

Utama, yang kemudian ditindak lanjuti dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI 

Nomor : 1003A/SEK/OT.01.2/11/20917 tertanggal 27 November 2019 perihal 

Penyampaian LKjIP Tahun 2019. Adapun LKjIP 2019 pada  intinya adalah 

melaporkan “Pencapaian Kinerja” selama tahun 2019 yang dibandingkan dengan 

Rencana Kinerja tahun 2019 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 

Pengadilan Negeri Meulaboh. 

 Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta 

pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Meulaboh adalah masalah penyelesaian 

perkara tingkat pertama, sehingga penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan 

Pengadilan Negeri Meulaboh merupakan sasaran strategis berpedoman pada faktor 

indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan realisasinya. Adapun 

pencapaian kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur SDM, sarana dan 

prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang 

menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Meulaboh. Pengadilan Negeri Meulaboh 

akan selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja disemua satuan kerja dibawahnya, 

sehingga dapat meningkat kinerja secara keseluruhan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Peraturan tentang peradilan di Indonesia sudah 4 (empat) kali mengalami 

pergantian yaitu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1969, Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1970,  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir Undang-

undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang 

tersebut merupakan landasan bagi 4 (empat) lembaga peradilan yang ada di dalamnya, 

yang terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan 

Tata Usaha Negara. Ke-4 peradilan tersebut berpuncak ke Mahkamah Agung sebagai 

Peradilan Tertinggi. 

Pentingnya pengaturan kekuasaan kehakiman seiring dengan perkembangan 

globalisasi dan reformasi hukum maka telah dilakukan penambahan pasal dalam 

undang-undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-4 (empat). Berkaitan dengan hal 

ini telah diundangkan pula Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan 

kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, juga 

seperangkat peraturan lainnya diantaranya sebagai berikut:  

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor  2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 

3. Undang-Undang Nomor  51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor  5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 

Dengan diundangkannya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan 

Undang-Undang Mahkamah Agung yang terakhir tersebut menjadikan Kekuasaan 

Kehakiman di bawah satu atap dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pada asasnya 

Kekuasaan Kehakiman adalah merdeka terlepas dari campur tangan dan pengaruh 
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kekuasaan apapun dan mewujudkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan 

pemerintahan.  

Dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari birokrasi karena 

merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. 

Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik 

ke dalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan 

operasional. 

 Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda 

program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan 

bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) sehingga para birokrat yang ada di 

Mahkamah Agung RI, khususnya pada Pengadilan Negeri Meulaboh dapat 

mewujudkan dalam pemerintahan yang baik (Good Governance).  

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap 

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-

cita bangsa dan negara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan 

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya 

guna,  hasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan didasarkan pada TAP MPR 

RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas 

korupsi, kolusi dan nepotisme serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Dalam rangka itu pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik 

Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu 

perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. 

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan 
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masing-masing, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya 

disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. 

A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1970,  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir Undang-undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilann Negeri Meulaboh 

sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah 

Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi 

yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan 

hal-hal tersebut sebagai berikut :  

Pengadilan Negeri Meulaboh sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan 

kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa 

kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan 

yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan 

Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan 

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.  

B. Tugas Pokok dan Fungsi 

    1. TUGAS POKOK 

Pengadilan Negeri Meulaboh merupakan lingkungan peradilan umum di 

bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan 

Keadilan, Pengadilan Negeri Meulaboh sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di 

bawah Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang menjadi kawal depan (Voorj 

post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus 

perkara yang masuk di tingkat pertama baik perkara pidana maupun perkara 

perdata. 
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2. FUNGSI 

   Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Meulaboh, antara lain:   

• Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan 

menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam 

tingkat pertama. (Vide : pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).   

• Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk 

kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut 

teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi 

umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.(Vide : Pasal 

53 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang 

Nomor 50 Tahun 2009 jo KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).  

• Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan 

tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan 

Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan 

dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum 

kesekretariatan serta pembangunan. (Vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo 

KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).  

• Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum 

kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.(Vide : Pasal 

52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang 

Nomor 50 Tahun 2009.  

• Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis 

dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan 

umum/perlengakapan). (Vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006 tanggal 24 

Agustus 2006 jo KMA Nomor KMA/145/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 

2007 ).  
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• Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan 

sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era 

keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 

tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti 

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 

144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. 

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi di bawah 

adalah sebagai berikut: 

Ketua  

Tugas Pokok 

Mengendalikan, menyelenggarakan, pelaksanaan wewenang institusi pengadilan 

yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan di 

Pengadilan.   

Fungsi 

a. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan 

rutin/pembangunan;   

b. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi 

petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun 

seluruh karyawan ;   

c. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan 

atas :   

- Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat 

Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah 

hukumnya   

- Masalah-masalah yang timbul ;   

- Masalah tingkah laku / perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, 

dan Jurusita di daerah hukumnya ;  
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- Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim, Pejabat 

Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah 

Hukumnya  

- Masalah-masalah yang timbul.   

- Masalah tingkah laku / perbuatan hakim, pejabat kepaniteraan, sekretaris, 

jurusita di daerah hukumnya.   

- Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diseIesaikan 

dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.   

d. Memberikan izin berdasarkan ketentuan Undang-undang untuk membawa 

keluar dari ruang Kepaniteraan daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas 

perkara.   

e. Menetapkan panjar biaya perkara dalam hal Penggugat atau Tergugat tidak 

mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa 

membayar biaya perkara.   

Wakil Ketua  

Tugas Pokok 

Membantu Ketua mengendalikan, menyelenggarakan, melaksanakan wewenang 

institusi pengadilan yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan 

perkara yang diajukan di Pengadilan.   

Fungsi 

a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka 

panjang, pelaksanaanya serta pengorganisasiannya.   

b. Mewakili Ketua bila berhalangan.   

c. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua.   

d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas 

telah dikerjakan sesuai dangan rencana kerja dan katentuan yang berlaku serta 

melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.   

e. Menandatangani penyitaan, penggeledahan, dan perpanjangan penahanan.   
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f. Melakukan Pembagian Perkara perdata permohonan, tindak pidana singkat, 

ringan maupun lalu Iintas.   

Panitera 

Tugas Pokok 

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan 

administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan 

perkara (Vide : Perma Nomor 7 Tahun 2015  Tentang  Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Pasal 74) 

Fungsi 

a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam 

pemberian dukungan di bidang teknis; 

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata; 

c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana; 

d. Pelaksanaan pengelolaan adminitrasi perkara, penyajian data perkara, dan 

transparansi perkara; 

e. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam proses 

program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan 

dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan; 

f. Pelaksanaan mediasi; 

g. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan 

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri. 

(Vide : Perma Nomor 7 Tahun 2015  Tentang  Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Pasal 75) 

 Hakim  

Tugas Pokok 

Menyelenggarakan perkara mulai dan menerima, memeriksa sampai dengan 

memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di Pengadilan.   
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Fungsi 

a. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan 

Kehakiman. Tugas utama Hakim adalah menerima, memeriksa, memutus serta 

menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.  

b.  Dalam perkara perdata, Hakim harus membantu para pencari keadilan dan 

berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar 

terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.  

 

Panitera Muda Pidana  

Tugas Pokok  

Melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. (Vide : Perma Nomor 7 

Tahun 2015  Tentang  Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 

Peradilan Pasal 78) 

Fungsi 

a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana; 

b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana; 

c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada 

termohon; 

d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada 

Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari 

Ketua Pengadilan; 

e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, 

perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan; 

f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan 

dari penyidik; 

g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan 

diminutasi; 

h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak 

yang tidak hadir; 
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i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan 

peninjauan kembali kepada para pihak; 

j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan 

banding, kasasi dan peninjauan kembali; 

k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum 

kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada 

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; 

l. Pelaksanaan pemberitahuan isi utusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut 

Umum dan Terdakwa; 

m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; 

n. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum  mempunyai kekuatan 

hukum tetap; 

o. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap 

kepada Panitera Muda Hukum; 

p. Pelaksanaan urusan  tata usaha kepaniteraan dan 

q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera 

(Vide : Perma Nomor 7 Tahun 2015  Tentang  Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Pasal 79) 

Panitera Muda Perdata  

Tugas Pokok  

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di 

bidang perdata. (Vide : Perma Nomor 7 Tahun 2015  Tentang  Organisasi dan Tata 

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Pasal 76) 

Fungsi  : 

a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata; 

b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;  

c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada 

Ketua Majelis Hakimberdasarkan Penetapan Penunjukkan  Majelis Hakim 

dariKetua Pengadilan; 
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d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yangsudah diputus dan 

diminutasi;  

e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertamakepada para pihak yang 

tidak hadir;   

f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusantingkat banding, kasasi dan 

peninjauan kembali kepadapara pihak; 

g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan 

banding, kasasi dan peninjauankembali;  

h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isiputusan upaya hukum 

kepada para pihak danmenyampaikan relas penyerahan isi putusan 

kepadaPengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;  

i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi; 

j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; 

k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan 

hukum tetap; 

l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap 

kepada Panitera Muda Hukum; 

m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan 

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

(Vide : Perma Nomor 7 Tahun 2015  Tentang  Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Pasal 77) 

Panitera Muda Hukum  

Tugas Pokok  

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan 

dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.  

(Vide : Perma Nomor 7 Tahun 2015  Tentang  Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Pasal 83) 
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Fungsi 

a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara; 

b. pelaksanaan penyajian statistik perkara; 

c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara; 

d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara; 

e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara, 

f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang 

berkaitan dengan transparansi perkara. 

g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat 

dan;  

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.  

(Vide : Perma Nomor 7 Tahun 2015  Tentang  Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Pasal 84) 

Sekretaris 

Tugas Pokok 
Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, 

sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri.  

(Vide : Perma Nomor 7 Tahun 2015  Tentang  Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Pasal 287) 

Fungsi 
a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran; 

b. pelaksanaan urusan kepegawaian; 

c. pelaksanaan urusan keuangan; 

d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; 

e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik; 

f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, 

keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan 

g.  penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta 

pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri.  
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(Vide : Perma Nomor 7 Tahun 2015  Tentang  Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Pasal 288) 

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan 

Tugas Pokok  

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan 

anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan 

pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.(Vide : Perma Nomor 7 

Tahun 2015  Tentang  Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Peradilan Pasal 83) 

Fungsi 

a. Pelaksanaanperencanaan, program dan anggaran tahunan yang dituangkan 

pada RKA dan direkam pada aplikasi RKA-KL beserta pelaksanaan revisi 

terhadap hal tersebut jika diperlukan. 

b. Menghimpun laporan. 

c. Pelaksana Pelaporan Monev bersama dengan bagian keuangan. 

d. Pelaksanaan Penginputan aplikasi yang terkait sub unit perencanaan, teknologi 

informasi dan pelaoran. 

e. Melakukan pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi (hardware, 

software, website, e-mail dan lain-lain). 

f. Memberikan dukungan teknologi informasi kepada bagian teknis maupun 

masyarakat melalui ketersediaan akses SIPP. 

g. Pemeliharaan SIPP (Sistem informasi Penelusuran Perkara). 

h. Memberikan bantuan dan solusi akan pengaduan internal terkait teknologi 

informasi (troubleshooting hardware maupun software) dan jaringan internal 

kantor. 

i. Pelaksanaan Laporan Tahunan Satuan Kerja 

j. Pelaksana Penyusunan komponen SAKIP  

k. Pelaksana dan Penghimpun dokumentasi 
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Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan TataLaksana 

Tugas Pokok  

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan 

organisasi dan tata laksana. 

Fungsi 

a. Menangani keluar masuknya pegawai ;   

b. Menangani pensiun Pegawai ; 

c. Menangani kenaikan pangkat Pegawai ; 

d. Menangani mutasi Pegawai ;  

e. Menyusun Beeziting pegawai ; 

f. Menangani usulan / promosi jabatan ; 

g. Menyusun daftar urut kepangkatan ; 

h. Menyelesaikan usul-usul kenaikan pangkat ; 

i. Menyelesaikan surat keputusan kenaikan gaji berkala ;  

j.  Menyelesaikan surat izin cuti ; 

k.  Menyelesaikan surat pernyataan menduduki jabatan ; 

l. Menyelesaikan Hukuman Disiplin Pegawai   

 

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 

Tugas Pokok  

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, 

keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan 

keuangan. 
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Fungsi 

a. Menangani surat masuk dan surat keluar yang bukan bersifat perkara ; 

b. Menyelesaikan laporan tahunan inventaris ; 

c.  Merencanakan pengadaan barang / ATK ; 

d.  Melaksanakan tugas-tugas kerumah tangga Iainnya ; 

e. Melaksanakan pembenahan administras perpustakaan ; 

f. Merencanakan pemeliharaan kendaraan Dinas, rumah dinas.   

g. Meneliti rencana anggaran biaya yang diajukan dan umum untuk diteruskan 

kepada Sekretaris 

h. Menyampaikan spesimen tanda tangan atasan bendaharawan, bendaharawan 

rutin / penerima serta pembuat daftar gaji 

i. Melaksanakan tugas kebendaharaan pengeluaran APBN Pengadilan Negeri 

Meulaboh 

j. Membuat dan mengirim Lapbul, Lapsemester, Laptah, dan Laporan SAP Kas 

penerimaan dan kas pengeluaran APBN Pengadilan Negeri Meulaboh 

k. Menyusun rekapitulasi anggaran/Laporan keuangan 

l. Menyusun daftar pemasukan dan pengeluaran 

m. Membuat dan menatausahakan daftar gaji pegawai 

n. Membuat SKPP Pegawai pindah/pension 

o. Melaksanakan tugas petugas penerimaan SPP 

p. Menerima/menyimpan KP4/SPMT/SPMJ Pengadilan Negeri Meulaboh 

q. Menyimpan arsip surat yang berkaitan dengan keuangan  

r. Tugas-tugas lain yang menurut Undang-undang di wajibkan kepadanya   
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Panitera Pengganti  

Tugas Pokok 

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta 

melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang 

bersangkutan.   

Fungsi 

a. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang 

Pengadilan;  

b. Membuat penetapan Hari sidang ; 

c. Membuat penetapan sita Jaminan ; 

d. Membuat Berita Acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang 

berikutnya  

e. Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dan tahanan atau 

dirubah jenis penahanannya ; 

f. Melaporkan barang bukti kepada Panitera ; 

g. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perdata / Pidana bila telah 

selesai diminutasi.  

Jurusita  

Tugas Pokok  

Melakukan pemanggilan, melakukan tugas pelaksanaan putusan Pengadilan yang 

dipimpin oleh Ketua Pengadilan, membuat berita acara pelaksanaan putusan yang 

salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.   
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Fungsi  

a. Melaksanakan semua perintah Ketua Pengadilan ; 

b. Melakukan pemanggilan, menyampaikan pengumuman, teguran, protes- 

protes dan pemberitahuan ; 

c. Melakukan Penyitaan; 

d. Membuat berita Acara Pelaksanaan Putusan yang salinan resminya 

disampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan; 

e. Melakukan Eksekusi 

Jurusita Pengganti  

Tugas Pokok 

Melakukan pemanggilan sidang, melakukan pemberitahuan putusan, pelaksanaan 

bantuan panggilan sidang untuk pengadilan lain.   

    Fungsi 

a. Melaksanakan panggilan sidang terhadap para pihak berperkara. 

b. Melaksanakan pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi 

dan Mahkamah Agung RI kepada para pihak berperkara. 

c. Melaksanakan penyerahan risalah-risalah kepada para pihak berperkara. 

d. Melaksanakan Pemberitahuan Banding, Kasasi, dalam perkara pidana kepada 

yang bersangkutan. 
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C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia 

1. Struktur Organisasi 

 
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Meulaboh pada tahun 2019 diubah 

sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 7 Tahun 2015 Tanggal 

7 Oktober 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 

Peradilan. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Meulaboh digambarkan sebagai 

berikut : 

Bagan 1 Struktur Organisasi Tahun 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjabaran Struktur organisasi ini dapat dilihat pada Bagian B. Tupoksi dan Fungsi  
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2. Sumber Daya Manusia 

Pembinaan kepegawaian Mahkamah Agung Repubik Indonesia dan Badan 

Peradilan dibawahnya dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia 

secara umum meliputi : Formasi Pegawai, Rekrutmen Pegawai dan Pengangkatan, 

Pendidikan dan Pelatihan, Penempatan, Pengangkatan dalam Jabatan, Kenaikan 

Pangkat, Pola Pembinaan Karir Hakim, Pola Pembinaan Karir Kepaniteraan, 

Kejurusitaan dan Kesekretariatan, Pemberhentian Pegawai dan lain-lain 

Pengembangan pada aspek pelayanan publik harus disertai dengan dukungan aspek 

Sumber Daya Manusia Tanpa dukungan ini, reformasi manajemen pelayanan mustahil 

dapat diimplementasikan secara baik Peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan kepegawaian tampaknya masih terlalu kaku untuk memberikan dukungan 

yang diperlukan bagi organisasi yang berorientasi pada kinerja pelayanan Oleh karena 

itu, tujuan reformasi aspek Sumber Daya Manusia adalah untuk menyediakan 

dukungan sumber daya manusia yang diperlukan agar reformasi aspek pelayanan 

publik dapat diimplementasikan secara baik Prinsip utama yang dapat digunakan 

untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang mampu mendukung 

organisasi Peradilan yang berorientasi kinerja adalah kompetensi dan inovatif 

sehingga mampu menciptakan inovasi-inovasi baru dalam pemberian pelayanan 

public bahkan menjadi sebuah pengetahuan organisasi (organizational knowledge 

creation) dan kepemimpinan yang memiliki komitmen kuat. 

 2.1 Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial 

Sumber daya Manusia Tekhnis yudisial, pendidikan Peradilan adalah salah 

satu komponen dalam pengembangan Peradilan Pengembangan kapasitas yang terkait 

dalam proses penyelesaian perkara memastikan pemberian pelayanan Peradilan yang 

tidak memihak dan efisien Hasil akhir dari program Sumber daya manusia Peradilan 

adalah meningkatkan layanan bagi masyarakat yang diberikan oleh personil yang 

berkompeten, efisien, efektif, kinerjanya menarik kepercayaan dan rasa hormat rakyat 

yang dilayaninya, Sumber daya manusia teknis yudisial di Pengadilan Negeri 

Meulaboh Tahun 2019 adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1 Jumlah  Sumber Daya Teknis Yudisial 

No. Sumber Daya Teknis Yudisial Jumlah 

1. Ketua Pengadilan Negeri 1 Orang 

2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri 1 Orang 

3. Hakim 2 Orang  

4. Panitera 1 Orang 

3. Panitera Muda Pidana 1 Orang 

4. Panitera Muda Perdata 1 Orang 

5. Panitera Muda Hukum 1 Orang 

6. Panitera Pengganti 1 Orang 

7. Juru Sita Pengganti 1 Orang 

Jumlah Total 10 Orang 

 Profil Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial di Pengadilan Negeri Kelas II 

Pengadilan Negeri Meulaboh Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2 Tenaga Teknis Pengadilan Negeri Meulaboh Periode 2019 

No. Tenaga Teknis Pangkat / Golongan 

1. Ketua: 

Zulfadly, SH.,  MH 

Pembina Tk. I (IV/a) 

2. Wakil Ketua: 

Muhammad Tahir, SH 

Pembina Tk. I (IV/b) 

3. Hakim: 

1. Muhammad Al Qudri, SH  

2. Irwanto, SH 

 

Penata (III/d) 

Penata (III/c) 

4. Panitera: 

Munizal, SH 

 

Penata Tk. I (III/d) 

5. Panitera Muda: 

A. Kepaniteraan Pidana: 

Juhari, SH 

 

Penata Tk. I (III/d) 
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B. Kepaniteraan Perdata: 

Mawardi, SH 

 

Penata Tk. I (III/d) 

C. Plt. Kepaniteraan Hukum: 

T. Firzal 

 

Penata Muda Tk. I  (III/b) 

2.2 Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial 

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial, adalah keberhasilan setiap 

program pada orang-orang yang menerapkannya untuk menerapkan dukungan untuk 

program pengembangan Peradilan dan untuk memastikan bahwa orang yang 

bertanggung jawab untuk penciptaan visinya memiliki kapasitas tertentu, sangat 

penting bahwa kesejahteraan sumber daya manusia dijadikan komponen penting dari 

inisiatif pengembangan,adapun sumber daya manusia non teknis yudisialdi 

Pengadilan Negeri Meulaboh dengan perincian sebagai berikut : 

Tabel 3 Sumber Daya Manusia Nonteknis Yudisial 

No. Tenaga Non-Teknis Pangkat / Golongan 

1. Sekretaris: 

Sukarman, SH 

Penata Tk. I (III/d) 

2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi 

Informasi, dan Pelaporan: 

Nurziadah, SH  

 

Penata Muda Tk. I  (III/b) 

3. Kepala Sub Bagian Kepagawaian dan Organisasi 

Tata Laksana: 

Mahdalena, SE 

 

 

Penata Muda Tk. I  (III/b) 

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan: 

Nurul Hayati, SH 

 

Penata Muda Tk. I  (III/b) 

5. Staf:  
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6. Cut Falansia Nirmala Sari, SE 

 

Penata Muda (III/a) 

7. Muhammad Imam, SH Penata Muda (III/a) 

8.. Fuady Frimaharsa, SH Penata Muda (III/a) 

9.. Arief Rachman, SH Penata Muda (III/a) 

10. M. Yusuf, SH Penata Muda (III/a) 

11. Jovie Harul Nesia 

 

Pengatur  (II/c) 

 2.3 Kebutuhan Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan profil sumber daya manusia tahun 2019 pada Pengadilan Negeri 

Meulaboh bisa terlihat bahwa masih tedapat kekosongan pada beberapa bagian baik 

kepaniteraan dan struktural. Kekosongan tersebut sangat mempengaruhi kinerja 

Pengadilan Negeri Kelas II Meulaboh selama Tahun 2019. 

Kebutuhan sumber daya manusia yang diharapkan bisa terpenuhi pada tahun 

selanjutnya sehingga bisa meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Kelas II Meulaboh 

nantinya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4 Kebutuhan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 

No. Kebutuhan Sumber Daya Manusia Jumlah 

1. Hakim 6 Orang 

2. Panitera Pengganti 4 Orang 

3. Juru Sita 2 Orang 

4. Staf  Kepaniteraan  6 Orang 

Jumlah Total 18 Orang 
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 2.4  Mutasi 

N  I  H  I  L 

2.5 Promosi 

N  I  H  I  L 

2.6 Pensiun. 

N  I  H  I  L 

D. Sistematika Penyajian 
Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
adalah : 
1. Kata Pengantar 

2. Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)  

3. Daftar Isi 

4. Bab I   

Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang penulisasn laporan, 

Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisai dan Sumber Daya Manusia 

serta Sistematika Penyajian. 

5. Bab II  

Menjelaskan tentang Perencanaan dan Perjanjian Kinerja terdiri dari 

Rencana Strategis 2015-2019 yang terdiri dari Visi dan Misi, Tujuan dan 

Sasaran Strategis, Program Utama dan Kegiatan Pokok, Rencana Kinerja 

Tahun 2019 serta Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 

2019. 

6. Bab III 

Akuntabilitas Kinerja berisi tentang Pengukuran Kinerja (Perbandingan 

Antara Target dan Realisasi Kinerja) serta Analisa Akuntabilitas Kinerja. 

7. Bab IV 

Penutup berisi Kesimpulan dan Saran 

8. Lampiran yang terdiri dari Struktur Organisasi, Indikator Kinerja Utama, 

Rencana Kinerja Tahun 2015, Matriks Rencana Strategis 2015-2019 

(Disertakan dalam jilid yang terpisah). 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

A.   Rencana Strategis Tahun 2015-2019 

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Meulaboh tahun 2015-2019 merupakan 

komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang 

terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, 

pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang – 

undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi. Terhadap Rencana Strategis 

tersebut dilakukan Pada Tahun 2019.  

  Pengadilan Negeri Meulaboh sebagai salah satu satuan kerja di bawah 

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyusun dan membuat program setiap 

rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Strategis (Renstra) dengan berbasis kinerja 

yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan 

yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan 

yang strategis diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat 

meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan. Untuk 

memberi gambaran subtansi mengenai Rencana Strategis  (Renstra) Pengadilan 

Negeri Meulaboh dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Visi 

Visi Pengadilan Negeri Meulaboh  adalah : 

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Meulaboh yang Agung” 

Visi Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut diturunkan berdasarkan Visi 

Mahkamah Agung “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” 

merupakan gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan 

Negeri Meulaboh yang diharapkan dapat memotivasi para aparatur peradilan di 

Pengadilan Negeri Meulaboh untuk meningkatka kinerja masing-masing individu 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. 



LKjIP PENGADILAN NEGERI 
MEULABOH 
 

           PENGADILAN NEGERI   
            MEULABOH

24 

 

Dalam pernyataan visi tersebut, Pengadilan Negeri Meulaboh mengandung pengertian 

secara kelembagaan dan organisasional sebagai berikut : 

a. Pengertian secara kelembagaan adalah Pengadilan Negeri Meulaboh 

merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Kabupaten 

Aceh Barat yang daerah hukumnya meliputi seluruh kecamatan yang ada di 

Kabupaten Aceh Barat. 

b. Pengertian secara organisasional adalah Pengadilan Negeri Meulaboh 

merupakan Pengadilan yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan 

Wakil Ketua), Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional 

beserta seluruh staf yang ada di masing-masing bagian struktural dan 

fungsional tersebut. 

Adapun makna kata Agung dalam visi Pengadila Negeri Meulaboh tersebut adalah : 

a. Mulia, mengandung maksud sebagai tempat terhormat yang akan memberikan 

kepastian hukum yang berkualitas bagi para pencari keadilan. 

b. Luhur, mengandung maksud memberikan pelayanan kepada masyarakat 

pencari keadilan secara baik dan memuaskan. 

c. Wibawa, mengandung maksud kekuasaannya diakui, ditaati, dan dihormati 

melalui bentuk pelayanan dan keadilan yang diberikan kepada pencari 

keadilan. 

Pengadilan Negeri Meulaboh yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai 

sebuah Badan Peradilan yang : 

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan 

berkeadilan. 

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang 

dialokasikan secara proporsional dalam APBN. 

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas 

dan terukur. 

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang 

sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional. 
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5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang 

aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan. 

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria 

objektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan 

profesional; 

7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan 

jalannya peradilan. 

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima. 

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan 

transparansi 

10. Modern dengan berbasis TI terpadu 

2. Misi 

       Visi yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Meulaboh dapat tercapai 

dengan menetapkan misi Pengadilan Negeri Meulaboh. Misi Pengadilan Negeri 

Meulaboh sebagai berikut: 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Meulaboh;  

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Meulaboh; 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. 

3. Tujuan 

     Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Negeri 

Meulaboh menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu sampai 

tahun 2019 adalah sebagai berikut : 

1. Mewujudkan Pengadilan Negeri Meulaboh sebagai lembaga kepercayaan 

masyarakat yang berkualitas dalam mendapatkan keadilan melalui proses 

peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; 

2. Mewujudkan penyederhanaan proses penanganan perkara; 

3. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat 

pencari keadilan ; 
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4. Sasaran Strategis 

      Ada 6 (enam) sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis 

(Renstra) 2015-2019 Pengadilan Negeri Meulaboh, adapun sasaran staregis 

tersebut adalah sebagai berkut: 

1. Meningkatnya penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Meulaboh 

2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim di Pengadilan Negeri Meulaboh 

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara di Pengadilan 

Negeri Meulaboh 

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh 

6. Meningkatnya kualitas pengawasan di Pengadilan Negeri Meulaboh. 

Dengan demikian  perencanaan kegiatan Pengadilan Negeri Meulaboh akan 

didasarkan  pada hal-hal tersebut sebagai acuan kinerja.

B. Rencana Kerja 

1. Program Utama 

Pengadilan Negeri Meulaboh sebagai instansi vertikal Mahkamah Agung di 

tingkat kota/kabupaten merupakan bagian dari lembaga peradilan umum mempunyai 

tugas inti (core bussiness) menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara 

pidana, perkara perdata di tingkat pertama. 

Oleh karena itu yang dijadikan program utama pada perencanaan strategis di 

Pengadilan Negeri Meulaboh adalah peningkatan manajemen peradilan umum dengan 

rincian kegiatan diantaranya adalah Penyelesaian perkara maksimal 5 bulan, adanya 

Pos Pelayanan Hukum, berkas perkara yang diselesaikan dengan tepat waktu, 

penyelesaian perkara prodeo, serta penyelesaian administrasi perkara di tingkat 

pertama. 

Sesuai dengan rencana strategis Pengadilan Negeri Meulaboh tahun 2015-2019, 

program utama yang diambil Pengadilan  Negeri Meulaboh adalah : 
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1. Peningkatan manajemen peradilan umum, meliputi penyelesaian perkara 

yang sederhana, tertib, tepat waktu dan akuntabel; penyedia dana pos 

bantuan hukum untuk masyarakat; pemberian uang makan terdakwa serta 

pengamanan persidangan; 

2. Program dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, meliputi 

peningkatan kualitas SDM; 

3. Program penyediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai; 

4. Pembangunan sistem informasi peradilan; 

2. Program Kegiatan Pokok 

Kegiatan pokok dalam rencana strategis Pengadilan Negeri Meulaboh tidak dapat 

lepas dari program utama. Kegiatan pokok merupakan penjabaran dari program utama 

tersebut. Kegiatan-kegiatan untuk program peningkatan manajemen peradilan umum 

diantaranya adalah : 

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti , Transparan dan Akuntabel 

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan keadilan 

Kegiatan untuk program dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya 

diantaranya adalah : 

 Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan 

Administrasi (layanan perkantoran) yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan, 

penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.  

 Sedangkan untuk program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Mahkamah Agung yaitu pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan 

tingkat pertama, tahun 2019 ini Pengadilan Negeri Meulaboh mendapatkan alokasi 
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dana untuk pengadaan pengolah data dan komunikasi digunakan sebagai alat akses 

SIPP sebagai penunjang efektifitas pengelolaan perkara dan manajemen administrasi 

Perkara.   

3. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) 2020 

Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja perjanjian 

kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan terget kinerja tertentu. 

Dokumen penetapan kinerja membuat pernyataan dan lampiran formulir yang 

mencantumkan sasaran strategis indikator kinerja beserta target kinerja dan anggaran. 

 

Tabel 5   Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja  

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET 
1. Terwujudnya proses 

peradilan yang pasti 

transparan dan akuntabel 

a. Persentase Sisa Perkara yang 

diselesaikan 

- Perdata  

- Pidana 

 

 

95% 

100% 

b. Persentase Penurunan Sisa perkara  

- Perdata 

    Pidana 

 

20% 

70% 

c. Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum: 

 

 

Banding 85% 

Kasasi 85% 

Peninjauan Kembali 95% 

d. Persentase perkara pidana anak yang 

diselesaikan dengan diversi 
50% 

  e. Index responden pencari keadilan yang 

puas terhadap layanan peradilan 
78% 

2. Meningkatnya efektivitas a. Persentase isi putusan yang diterima 80% 
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pengelolaan penyelesaian  oleh para pihak tepat waktu 

b. Persentase perkara yang diselesaikan 

melalui mediasi 
10% 

c. Persentase berkas perkara yang diajukan 

Banding, Kasasi dan Peninjauan 

Kembali disampaikan secara lengkap 

dan tepat waktu. 

85% 

d. Persentase putusan perkara yang 

menarik perhatian masyarakat yang 

dapat diakses secara online dalam 

waktu 1 hari setelah diputus 

85% 

3. Meningkatnya akses 

peradilan bagi masyarakat 

miskin dan terpinggirkan. 

a. Persentase Perkara Prodeo yang 

diselesaikan 
0% 

b. Persentase perkara yang diselesaikan di 

luar Gedung Pengadilan. 
0% 

  c. Persentase pencari keadilan golongan 

tertentu yang mendapat layanan 

bantuan hukum (Posbakum) 

85% 

4. Meningkatnya kepatuhan 

terhadap putusan pengadilan. 

Persentase putusan perkara perdata yang 

ditindaklanjuti (eksekusi). 30% 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

 
Capaian Kinerja dapat dilihat dari pengukuran kinerja yang merupakan 

perbandingan antara target dengan pencapaian/ realisasi kinerja selama satu tahun 

anggaran. Pengukuran kinerja ini dilakukan instansi pada setiap berakhir suatu 

periode. Hal ini dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dari target – 

target yang telah ditentukan selama satu periode dalam rangka pencapaian rencana/ 

sasaran jangka menengah. 

Berikut adalah tabel pengukuran kinerja yang memuat sasaran strategis, 

indikator kinerja target yang direncanakan beserta realisasi pada akhir tahun 2019 di 

satuan kerja Pengadilan Negeri Meulaboh. Dari tabel akan terlihat persentase 

keberhasilan dari masing-masing kegiatan yang ditargetkan. 

Sebelum melakukan pengukuran kinerja dengan memperbandingkan antar target 

yang telah ditentukan dengan realisasi yang telah dicapai selama tahun 2019, berikut 

disampaikan terlebih dahulu rekapitulasi perkara selama tahun 2019 untuk 

mengetahui presentase penyelesaian perkara selama satu tahun.  

Tabel 6 Rekapitulasi jumlah perkara perdata gugatan tahun 2019 

NO PERKARA PERDATA GUGATAN JUMLAH PERSENTASE  

1 Sisa tahun 2018 1 Gugatan : 

95.86 % 2 Masuk tahun 2019 9 

3 Putus tahun 2019 6 
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4 Para pihak minta banding 3  

5 Para pihak minta kasasi 1  

6 PK (Peninjauan Kembali) 1  

 

Tabel 7 Rekapitulasi jumlah perkara perdata permohonan tahun 2019 

 

Tabel 8 Rekapitulasi jumlah perkara mediasi pada tahun 2019 

 
NO PERKARA MEDIASI JUMLAH PERSENTASE  

1 Jumlah Perkara yang di Mediasi 4 Keberhasilan 

Mediasi : 

12.5 % 

 

2 Jumlah Mediasi yang menjadi akta 

perdamaian 

0 

 

 

NO PERKARA PERDATA 

PERMOHONAN 

JUMLAH PERSENTASE  

1 Sisa tahun 2018 - Permohonan : 

100 % 2 Masuk dalam tahun 2019 262 

3 Putus tahun 2019 262 
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Tabel 9 Persentase penyelesaian perkara dalam rentang 5 bulan 

NO PERKARA DALAM RENTANG 5 BULAN 

(PERDATA GUGATAN) 

PERSENTASE 

PENYELESAIAN 

1 Perkara yang selesai dalam waktu 5 bulan 5 

2 Perkara yang selesai dalam waktu lebih dari 5 

bulan  

1 

 

Tabel 10 Penyelesaian perkara dengan permohonan eksekusi 

NO PERKARA DENGAN 

PERMOHONAN EKSEKUSI 

JUMLAH PERSENTASE 

PENYELESAIAN 

1 Permohonan eksekusi 9 100% 

2 Permohonan eksekusi yang 

ditindaklanjuti 

 9 

 

Tabel 11 Penyelesaian perkara dengan prodeo 

NO PERKARA DENGAN 

PRODEO /PEMBEBASAN 

BIAYA 

JUMLAH PERSENTASE 

PENYELESAIAN 

1 Permohonan Perkara Prodeo - 100% 

2 Perkara Prodeo yang diselesaikan - 
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Tabel 12 Penyelesaian pidana tahun 2018 

 

Tabel 13 Pidana Anak Tahun 2018 

NO PERKARA  PIDANA ANAK JUMLAH PERSENTASE 

PENYELESAIAN 

1 Masuk tahun 2019 2 100% 

2 Perkara Anak yang diselesaikan 2 

 

 

 

 

 

 

 

NO PERKARA PIDANA JUMLAH PERSENTASE 

PENYELESAIAN 

1 Sisa tahun 2018 13  

87.30 % 2 Masuk tahun 2019 124 

3 Putus tahun 2019 110 

4 Terdakwa / Jaksa minta Banding 4  

5        Terdakwa / Jaksa minta Kasasi 20  

6 PK (Peninjauan Kembali) 0  

7 Terdakwa minta grasi 0  
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Tabel 14 Perkara Cepat, Lalu lintas Tahun 2019 

 

 

*Termasuk sisa perkara tahun sebelumnya 

 

Dari jumlah-jumlah tersebut jika dibandingkan dengan target kinerja sesuai 

dengan rencana strategis yang telah disusun pada Pengadilan Negeri Meulaboh akan 

diperoleh data sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

PIDANA 

CEPAT/RINGAN/LALU 

LINTAS 

JUMLAH PRESENTASE 

PENYELESAIAN 

Cepat / 

ringan 

Lalu 

lintas 

100 % 

1 Sisa Tahun 2018  0 0  

2 Masuk dalam tahun 2019 0 1612  

3 Putus tahun 2019 0 1612  
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Tabel 15  Rencana strategis tahun 2019 

No SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

1. 

 

Terwujudnya 
Proses 
Peradilan yang 
Pasti, 
Transparan 
dan Akuntabel 

a. Persentase sisa perkara yang 
diselesaikan : 

 Perdata 
 Pidana 

 

 
 
100% 
 
 

 

100% 

 

100% 

d. Persentase Perkara : 
 Perdata : Gugatan 

 Permohonan 
                Gugatan sederhana 

 Pidana  
Yang diselesaikan tepat waktu 

 

 
90% 
100% 
100% 
90% 

 
 90% 
100% 
100% 
86% 

 
100% 
100% 
100% 
95,56% 

a. Persentase Mediasi yang diselesaikan : 

 Perdata 
 

 
100% 

 

100% 

 

100% 

b. Persentase Mediasai yang menjadi akta 
perdamaian. 
- Perdata 

 
10% 20.5% 48.80% 

c. Persentase Penurunan sisa perkara 
 Perdata 
 Pidana 
 

 
90% 
90% 

 
90% 
86% 

 
100% 

97.57% 

d. Persentase perkara pidana yang 
diselesaikan dengan diversi 

 

 
25% 
 

 
25% 

 

 
100% 

 
e. Index responden 

Pencari keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan 
 

90% 98.09%pid 

 

111%pg 

 

3. Peningkatan 
Aksesbilitas 
Putusan 

f. Persentase perkara yang diselesaikan 
dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan 

80% 98% 108.98% 
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Hakim  

Persentase perkara yang tidak mengajukan 
upaya hukum : 
Perdata : 

- Banding 
- Kasasi 
- Peninjauankembali 

Pidana : 
- Banding 
- Kasasi 
- Peninjauankembali 
 

 
 
90% 
90% 
100% 
 
90% 
90% 
100% 

 
 
80% 
60% 
100% 
 
80% 
10% 
100% 

 
 
112.5% 
150% 
100% 
 
 
 

 Peningkatan 
efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

g. Persentase Berkas perkara yang diajukan 
Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap 
dan tepat waktu 

 
 

100% 100% 100% 

h. Persentase berkas yang di register dan 
siap di distribusikan ke Majelis 
 

100% 100% 100% 

i. Persentase isi putusan yang diterima oleh 
para pihak tepat waktu 
 

100% 100% 100% 

j. Ratio Majelis Hakim terhadap Perkara 
 

100% 93.081% 93.081% 

4. 

 

Peningkatan 
aksesbilitas 
masyarakat 
terhadap 
peradilan 
(acces to 
justice) 

a. Persentase perkarap prodeo  yang 
diselesaikan 
 

100% 100% 100% 

b. Persentase (amar) Putusan perkara (yang 
menarik perhatian masyarakat) yang dapat 
diakses secara on line dalam waktu 
maksimal 1 hari kerja sejak di putus 
 

90% 100% 111% 

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan 
Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan 
Hukum (Posbakum) 
 

100% 100% 125% 

5. Meningkatnya 
kepatuhan 
terhadap 
putusan 
pengadilan 

d. Persentase Putusan Perkara Perkara yang 
ditindaklanjuti (dieksekusi) 

 
80% 

 
80% 

 
100% 

6 Meningkatnya 
kualitas 
pengawasan 

a. Persentase pengaduan masyarakat yang 
ditindaklanjuti 

 

100% 100% 100% 
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* pp = perdata permohonan 

  pg = perdata gugatan 

  pid = pidana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Persentase temuan hasil 
pemeriksaan internal dan eksternal 
yang ditindaklanjuti 
 

100% 100% 100% 
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B. Analisis Akuntabilitas Kinerja 

 Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan ikhtisar pencapaian sasaran 

sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Terdapat 6 (enam) 

sasaran kinerja yang didalamnya terdapat indikator-indikator kinerja sebagai acuan 

dalam mengukur capaian kinerja selama satu tahun untuk diperbandinkan dengan 

target yang telah ditentukan sebelumnya dalam penetapan kinerja. 

Berdasarkan pengukuran kinerja diatas sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1.  Peningkatan Penyelesaian Perkara 
 Sasaran tersebut mempunyai indikator kinerja diantaranya : 

           1.1  Persentase Mediasi yang diselesaikan 

Terdapat 12 perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun 2019.  Dari 

ke 12 perkara perdata gugatan yang masuk secara keseluruhan diawali 

dengan tahapan mediasi. 

Tabel 16 Perkara yang dimediasi 

Tahun Jumlah Perkara Jumlah Perkara yang di Mediasi oleh 

Pengadilan 

2019 9 4 

2018 12 12 

2017 24 24 
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Tabel 17 Capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 

 

Tabel 18 Perbandingan capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 

 

     1.2   Persentase Mediasi yang menjadi akta perdamaian  

Sesuai dengan point a terdapat 9 perkara perdata gugatan yang masuk pada 

tahun 2019. Dari ke 9 perkara perdata gugatan  yang masuk secara 

keseluruhan melalui proses mediasi. Dan 4 perkara tidak berhasil 

diselesaikan melalui proses mediasi.  

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Persentase perkara yang diselesaikan 

melalui mediasi 

100% 100% 100% 

Indikator Kinerja Tahun Target Realisasi Capaian 

Persentase perkara yang 

diselesaikan melalui mediasi 

2019 100% 100% 100% 

Persentase perkara yang 

diselesaikan melalui mediasi 

2018 100% 100% 100% 

Persentase perkara yang 

diselesaikan melalui mediasi 

2017 100% 100% 100% 
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Tabel 19 Perkara mencapai akta damai 

Tahun Jumlah Perkara Jumlah Perkara yang berhasil 

mediasi 

2019 9 0 

2018 12 2 

2017 24 3 

 

 

Pada tahun 2018 terdapat 12 perkara perdata gugatan yang  masuk dan 2 

perkara berhasil diselesaikan melalui proses mediasi.  Pada tahun 2017 

terdapat 24 perkara perdata gugatan yang masuk dan 1 perkara berhasil 

diselesaikan dengan mediasi. Pada tahun 2016 terdapat 13 perkara gugatan 

masuk dan  2 perkara berhasil diselesaikan dengan mediasi. 

Tabel 20 Indikator persentase perkara yang menjadi akta perdamaian 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Persentase Mediasi yang menjadi akta 

perdamaian  

10% 20.5% 48.80% 

 

Tabel 21 Perbandingan Persentase Mediasi yang menjadi akta perdamaian 
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Indikator Kinerja Tahun Target Realisasi Capaian 

Persentase Mediasi yang menjadi 

akta perdamaian 

2019 10% 12.5% 180.58% 

Persentase Mediasi yang menjadi 

akta perdamaian 

2018 6% 10% 176.55% 

Persentase Mediasi yang menjadi 

akta perdamaian 

2017 7% 12.5% 178.57% 

 

  1.3 Persentase sisa perkara yang diselesaikan 

i. Perdata 

Tabel 22 Sisa perkara perdata permohonan tahun sebelumnya 

 

Tahun Jumlah Perkara Sisa Tahun 

Sebelumnya 

Yang diselesaikan  Yang belum 

diselesaikan 

2019 0 0 0 

2018 0 0 0 

2017 5 5 0 
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Tabel 23 Capaian berdasar indikator sisa perkara perdata permohonan yang diselesaikan pada tahun 2019 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Persentase sisa perkara 

perdata permohonan yang 

diselesaikan 

100 % 100 % 100 % 

 

Jika dibandingkan dengan persentase penyelesaian perkara dua tahun 

kebelakang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berkut : 

Tabel 24 Perbandingan hasil capaian berdasarkan indikator sisa perkara perdata permohonan dengan dua tahun  

sebelumnya 

Indikator Kinerja Tahun Target Realisasi Capaian 

sisa perkara perdata 

permohonan yang 

diselesaikan 

2017 100 % 100 % 100 % 

sisa perkara perdata 

permohonan yang 

diselesaikan 

2018 100 % 100 % 100 % 

sisa perkara perdata 

permohonan yang 

diselesaikan 

2019 100 % 100 % 100 % 

 

 Persentase sisa perkara perdata gugatanyang diselesikan . Target yang 

ditetapkan untuk indikator ini adalah 100 %. Dari jumlah sisa perkara gugatan 

tahun 2018 sebanyak 1 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 

1 perkara. Sehingga presentase realisasi mencapa 100 %. Bila dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya. 
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 Tabel 25 Sisa perkara perdata gugatan tahun sebelumnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut : 

 
Tabel 26 Capaian berdasarkan indikator sisa perkara perdata gugatan 

 

Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang 

dicapai pada tahun 2018, dengan demikian pencapaian target penyelesaian sisa 

perkara tahun sebelumnya dapat terealisasi secara penuh. Jika dibandingkan 

dengan persentase penyelesaian perkara dua tahun kebelakang dapat 

digambarkan dalam tabel sebagai berikut : 

 

 

Tahun Jumlah Perkara Sisa 

Tahun Sebelumnya 

Yang diselesaikan  Yang belum 

diselesaikan 

2019 4 0 0 

2018 1 1 0 

2017 5 5 0 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Persentase sisa perkara perdata gugatan 

yang diselesaikan tepat waktu 

100 % 100 % 100 % 
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Tabel 27  Perbandingan capaian indikator kinerja sisa perkara perdata gugatan yang diselesaikan dengan  

tahun sebelumnya 

 

 

ii. Pidana    

Tabel 28 Sisa perkara pidana yang diselesaikan 

 

 
 

 

 

 

 

 

Persentase sisa perkara pidana biasa yang diselesaikan. Target yang ditetapkan adalah 

100 %. Dari jumlah sisa perkara pidana biasa tahun 2018 sebanyak 13 perkara dapat 

Indikator Kinerja Tahun Target Realisasi Capaian 

sisa perkara perdata gugatan 

yang diselesaikan 

2017 100 % 100 % 100 % 

sisa perkara perdata gugatan 

yang diselesaikan 

2018 100 % 100 % 100 % 

sisa perkara perdata gugatan 

yang diselesaikan 

2019 100 % 100 % 100 % 

Tahun Jumlah Perkara Sisa 

Tahun Sebelumnya 

Yang diselesaikan  Yang belum 

diselesaikan 

2019 27 0 0 

2018 13 13 0 

2017 15 15 0 
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diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 13 perkara sehinga persentase realisasi 

menjadi 100%. 

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut : 

Tabel 29 Capaian berdasarkan sisa perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2018 

 
 

Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang 

dicapai pada tahun 2019, dengan demikian 100 / 100 x 100 %. Dengan 

demikian capaian target penyelesaian sisa perkara pidana biasa dapat 

terealisasi secara penuh. Jika dibandingkan dengan persentase penyelesaian 

sisa perkara pidana biasa dua tahun kebelakang dapat digambarkan dalam 

tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 30 Perbandingan capaian berdasarkan indikator sisa perkara pidana biasa yang diselesaikan dua tahun  

sebelumnya 

Indikator Kinerja Tahun Target Realisasi Capaian 

sisa perkara pidana biasa yang 

diselesaikan 

2019 100 % 100 % 100 % 

sisa perkara pidana biasa yang 

diselesaikan 

2018 100 % 100 % 100 % 

sisa perkara pidana biasa yang 

diselesaikan 

2017 100 % 100 % 100 % 

 

Berdasarkan tabel diatas penyelesaian sisa  perkara pidana sama baiknya dengan 

tahun sebelumnya dan lebih baik dari dua tahun sebelumnya.  

 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Persentase sisa perkara pidana biasa yang 

diselesaikan 

100 % 100 % 100 % 
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  1.4 Persentase Perkara yang diselesaikan  

i. Perdata 

Terdapat 9 perkara perdata gugatan  yang masuk pada tahun 2019 

dari 9 perkara tersebut telah diputus atau berhasil diselesaikan 

sebanyak 6 perkara.  

Tabel 31 penyelesaian perkara perdata gugatan 

Tahun Jumlah Perkara  Yang diselesaikan Yang belum 

diselesaikan 

2019 9 6 4 

2018 1 1 0 

2017 24 17 7 

 

 

Tabel 32 Capaian berdasar indikator sisa perkara perdata permohonan yang diselesaikan pada tahun 2018 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Persentase perkara perdata gugatan  

yang diselesaikan tepat waktu 

90 % 90  % 100 % 

 

Jika dibandingkan dengan persentase penyelesaian perkara dua tahun 

kebelakang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berkut : 
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Tabel 33 Perbandingan hasil capaian penyelesaian perkara perdata 

Indikator Kinerja Tahun Target Realisasi Capaian 

perkara perdata gugatan yang 

diselesaikan tepat waktu 

2017 90 % 61.53 % 68.38 % 

perkara perdata gugatan yang 

diselesaikan tepat waktu 

2018 90% 70.83  % 78.70 % 

perkara perdata gugatan yang 

diselesaikan tepat waktu 

2019 90% 90  % 100 % 

 

Melalui tabel dapat dilihat bahwa  penyelesaian perkara perdata gugatan 

lebih baik dari capaian dua tahun kebelakang. Capaian penyelesaian 

perkara mencapai 90 %. sedangkan pada tahun 2019 mencapai 100% dan 

pada tahun 2018 hanya mencapai 78.70 %.  

Terdapat 262 perkara perdata permohonan yang masuk pada tahun 2019. 

Seluruh perkara yang masuk tersebut berhasil diselesaikan pada tahun 

2019. 

Tabel 34 penyelesaian perkara perdata permohonan 

Tahun Jumlah Perkara  Yang diselesaikan Yang belum 

diselesaikan 

2019 262 262 0 

2018 259 259 0 

2017 86 86 0 
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 Tabel 35 Capaian berdasar indikator perkara perdata permohonan yang diselesaikan pada tahun 2019 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Persentase perkara perdata 

permohonan  yang diselesaikan tepat 

waktu 

100% 100% 100% 

 

Jika dibandingkan dengan persentase penyelesaian perkara dua tahun 

kebelakang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berkut : 

Tabel 36 Perbandingan hasil capaian penyelesaian perkara perdata permohonan 

Indikator Kinerja Tahun Target Realisasi Capaian 

perkara perdata permohonan yang 

diselesaikan tepat waktu 

2017 100% 100% 100% 

perkara perdata permohonan yang 

diselesaikan tepat waktu 

2018 100% 100% 100% 

perkara perdata permohonan yang 

diselesaikan tepat waktu 

2019 100% 100% 100% 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian persentase perkara yang 

dicapai pada tahun 2019 adalah mencapai 100% dan capaian pada tahun 

20187 juga  sebesar 100% sedangkan capaian pada tahun 2017 sebesar 

100%. 
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Tabel 37 penyelesaian perkara pidana 

Tahun Jumlah Perkara  Yang diselesaikan Yang belum 

diselesaikan 

2019 124 110 27 

2018 259 280 - 

2017 243 209 14 

 
 

Tabel 38 Capaian berdasar indikator perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2018 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Persentase perkara pidana  

yang diselesaikan tepat waktu 

90% 95% 100% 

 

Jika dibandingkan dengan persentase penyelesaian perkara dua tahun 

kebelakang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berkut : 

               Tabel 39 Perbandingan hasil capaian penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu 

Indikator Kinerja Tahun Target Realisasi Capaian 

perkara pidana yang 

diselesaikan tepat waktu 

2017 90 % 86% 95.56%  

perkara pidana yang 

diselesaikan tepat waktu 

2018 90 % 95% 100%  

perkara pidana yang 

diselesaikan tepat waktu 

2019 95 % 95% 100%  

 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian perkara pidana yang 

diselesaikan tepat waktu mengalami Peningkatan dibandingkan tahun 

sebelumnya diakibatkan kenaikan jumlah perkara disamping adanya perkara 

yang masuk diakhir tahun berjalan. Capaian indikator perkara pidana yang 
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diselesaikan tepat waktu tahun ini sebesar 98% sedangkan pada tahun 2018 

mencapai 90.56% dan pada tahun 2017 mencapai 103.64%. 

 1.5  Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan 

i. Perdata 

Pada tahun 2019 terdapat 9 perkara perdata gugatan yang masuk pada 

tahun 2019 dari ke 9 perkara tersebut sebanyak 6 perkara diselesaikan 

dalam kurun waktu normal (maksimal 5 bulan).  

Tabel 40 Perbandingan hasil capaian penyelesaian perkara gugatan 

Tahun Jumlah Perkara Masuk Perkara selesai dalam 

kurun waktu 5 bulan 

2019 9 6 

2018 12 7 

2017 24 19 

 

Indikator Persentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan maksimal 

5 bulan ditetapkan dengan target 90%. 

Tabel 41 Indikator perkara perdata gugatan yang diselesaikan dalam kurun waktu 5 bulan 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Persentase perkara perdata 

gugatan   yang diselesaikan 

dalam kurun waktu 5 bulan 

90% 80.10% 87.96% 

 

Dari target 90 % diperoleh realisasi sebesar 80.10% dan capaian 

diperoleh adalah sebesar 87.96%. Ketepatan waktu dalam penyelesaian 

perkara perdata gugatan dipengaruhi beberapa faktor diantaranya 
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Lamanya Proses Mediasi (Proses Mediasi biasa dilakukan beberapa kali 

yang menyita waktu cukup panjang.), Ketidak lengkapan para pihak pada 

waktu persidangan atau ketidaklengkapan dokumen persidangan 

mengakibatkan tertundanya proses persidangan, untuk perkara yang rumit 

diperlukan kesaksian ahli yang juga memerlukan waktu dalam pemaparan 

keahliannya terkait perkara yang sedang berlanjut.  

ii. Pidana 

Tabel 42 Perkara Pidana yang selesai dalam kurun waktu 5 bulan 

Tahun Jumlah Perkara Masuk Perkara selesai dalam 

kurun waktu 5 bulan 

2019 124 118 

2018 259 280 

2017 243 240 

 

Pada tahun 2019 terdapat 124 perkara pidana yang masuk dari ke 124 

perkara pidana tersebut sebanyak 118 perkara berhasil diselesaikan dalam 

kurun waktu maksimal 5 bulan. Indikator Kinerja Presentase perkara pidana 

yang diselesaikan dalam kurun waktu maksimal 5 bulan ditargetkan 98%. 

Tabel 43 Indikator Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan dalam kurun waktu 5 bulan 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Persentase perkara pidana   

yang diselesaikan dalam 

kurun waktu 5 bulan 

90% 98.76% 109.74% 
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Dari target sebesar 90%  terealisasi sebesar 98.76% dengan capaian sebesar  

109.74%  

 1.6 Persentase perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan 

iii. Perdata 

Tabel 44 Persentase Perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan 

Tahun Jumlah Perkara  Yang selesai melebihi 5 bulan 

2019 9 1 

2018 12 3 

2017 24 5 

 

Dari Perkara Perdata Gugatan yang masuk sebanyak 9 perkara 

sebanyak 9 perkara diselesaikan melebihi 3 bulan. Indikator Presentase 

Perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan melebihi waktu 5 bulan 

ditetapkan target sebesar 0%. 

Tabel 45 Indikator Persentase Perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan pada kurun waktu melebihi 5 bulan 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Persentase perkara perdata 

gugatan yang diselesaikan 

pada kurun waktu melebihi 5 

bulan 

10% 40.83% 208.3% 

 

Dari target indikator sebesar 10% berhasil direalisasikan sebesar 

20.83% dengan capaian 208.3%. 
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ii. Pidana 

Tabel 46 Perkara Pidana yang melebihi 5 bulan 

Tahun Jumlah Perkara  Yang selesai melebihi 5 bulan 

2019 124 6 

2018 259 2 

2017 243 3 

 

Dari 124 perkara pidana yang masuk pada tahun 2019 sebanyak 6 

diselesaikan melebihi 5 bulan. Walaupun demikian ketiga perkara 

tersebut selesai tidak lebih dari satu minggu setelah waktu 5 bulan. 

Indikator persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka 

waktu lebih dari 5 bulan ditargetkan sebesar 10% .  

Tabel 47 Perkara Pidana yang diselesaikan melebihi 5 bulan 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Persentase perkara pidana 

yang diselesaikan pada 

kurun waktu melebihi 5 

bulan 

10% 1.23% 12.34% 

 

Dari target sebesar 10% terealisasi sebesar 1.23%  sehingga capaian 

sebesar 12.34 % . Semakin kecil capaian pada indikator ini 

menandakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri 

Meulaboh mayoritas diselesaikan tepat waktu. 
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2. Peningkatan Aksebilitas Putusan Hakim 

Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

i. Perdata 

Tabel 48 Perkara perdata gugatan yang putus 

 

Dari 6 putusan (perkara yang masuk tahun 2019) perkara perdata gugatan pada 

tahun 2019 sebanyak 3 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding. Pada 

tahun 2018 terdapat 2 perkara perdata gugatan yang diputus (perkara yang 

masuk tahun 2017) dan sebanyak 9 perkara tidak mengajukan upaya hukum 

banding.  

Tabel 49  Indikator Persentase perkara perdata gugatan yang tidak mengajukan upaya hukum banding 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Persentase perkara perdata gugatan 

yang tidak mengajukan upaya hukum 

banding 

90% 80% 88.88% 

 

Tabel 50 Perbandingan indikator persentase perkara perdata gugatan yang tidak mengajukan upaya hukum  

banding 

Indikator Kinerja Tahun Target Realisasi Capaian 

Persentase perkara perdata 

gugatan yang tidak mengajukan 

2019 90% 47% 52.3% 

Tahun Jumlah Perkara 

yang Putus 

Jumlah Perkara yang 

Mengajukan Upaya 

Hukum Banding 

Jumlah Perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum 

2019 6 3 3 

2018 12 2 9 

2017 17 9 8 



LKjIP PENGADILAN NEGERI 
MEULABOH 
 

           PENGADILAN NEGERI   
            MEULABOH

55 

 

upaya hukum banding 

Persentase perkara perdata 

gugatan yang tidak mengajukan 

upaya hukum banding 

2018 90% 80% 88.88% 

Persentase perkara perdata 

gugatan yang tidak mengajukan 

upaya hukum banding 

2019 90% 80% 88.88% 

 

Tabel 51 Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 

 

Dari 5 putusan dari 12 perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun 2018 

tidak ada yang mengajukan upaya hukum kasasi , terdapat 2 (dua) perkara 

yang dimohonkan upaya hukum kasasi pada tahun 2018. 

 

Tabel 52  Indikator persentase perkara gugatan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Persentase perkara perdata gugatan 

yang tidak mengajukan upaya hukum 

kasasi 

85% 90% 100% 

 

 

Tahun Jumlah Perkara 

yang Putus 

Jumlah Perkara yang 

Mengajukan Upaya 

Hukum Kasasi 

Jumlah Perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum 

Banding 

2019 3 1 3 

2018 11 0 9 

2017 17 0 17 
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Tabel 53 Perbandingan indikator persentase perkara perdata gugatan yang mengajukan upaya hukum kasasi 

 

 

 

Pada tahun 2018 dari 5 perkara perdata gugatan yang diputus terdapat I (satu) perkara 

yang dilakukan atau dimohonkan peninjauan kembali.  

Tabel 54 Indikator Persentase Perkara Perdata Gugatan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan    

kembali 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Persentase perkara perdata gugatan 

yang tidak mengajukan upaya hukum 

peninjauan kembali 

95% 95% 95% 

 

Indikator Kinerja Tahun Target Realisasi Capaian 

Persentase perkara perdata 
gugatan yang tidak mengajukan 
upaya hukum kasasi 

2017 90% 80% 88.88% 

Persentase perkara perdata 
gugatan yang tidak mengajukan 
upaya hukum kasasi 

2018 90% 90% 100% 

Persentase perkara perdata 
gugatan yang tidak mengajukan 
upaya hukum kasasi 

2019 85% 90% 100% 

Tahun Jumlah 

Perkara yang 

Putus 

Jumlah Perkara yang 

Mengajukan Upaya 

Peninjauan Kembali 

Jumlah Perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya 

Hukum Peninjauan 

Kembali 

2019 6 1 5 

2018 11 0 11 

2017 17 0 17 
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Tabel 55 Perbandingan Perkara Perdata Gugatan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali  

 

ii. Pidana 

Tabel 56 Perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding 

 

Tabel 57 Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding 

 

Indikator Kinerja Tahun Target Realisasi Capaian 

Persentase perkara perdata 

gugatan yang tidak mengajukan 

upaya hukum Peninjauan  

Kembali 

2017 100% 100% 100% 

Persentase perkara perdata 

gugatan yang tidak mengajukan 

upaya hukum Peninjauan 

Kembali 

2018 100% 100% 100% 

Persentase perkara perdata 

gugatan yang tidak mengajukan 

upaya hukum Peninjauan 

Kembali 

2019 100% 100% 100% 

Tahun Jumlah Perkara 

yang Putus 

Jumlah Perkara yang 

Mengajukan Upaya 

Hukum Banding 

Jumlah Perkara yang 

Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum 

2018 110 4 106 

2018 243 23 220 

2017 209 13 196 
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Pada tahun 2019 terdapat 124 perkara pidana yang masuk dari ke 124 perkara yang 

masuk tersebut sebanyak 110 berhasil diputus. Dari 124 perkara yang telah diputus 

tersebut sebanyak110 perkara (tidak termasuk perkara yang masuk tahun sebelumnya) 

mengajukan upaya hukum banding.  

 

Tabel 577 Jumlah Perkara Pidana  yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 

 

Pada Tahun 2019 dari keseluruhan perkara pidana yang masuk 124 perkara berhasil 

diputus dan 20  perkara mengajukan kasasi. 

 

 

 

 

Indikator Kinerja  

Tahun Target Realisasi Capaian 

Persentase perkara pidana yang 

tidak mengajukan upaya hukum 

kasasi 

2019 90% 98.09% 99.98% 

Persentase perkara pidana yang 

tidak mengajukan upaya hukum 

kasasi 

2018 90% 98.09% 99.98% 

Tahun Jumlah Perkara 

yang Putus 

Jumlah Perkara yang 

Mengajukan Upaya 

Hukum Kasasi 

Jumlah Perkara yang 

Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum Kasasi 

2019 110 20 90 

2018 243 14 229 

2017 209 4 205 
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Tabel 58 Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 

 

 
Tabel 59  perbandingan persentaser perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum PK 

 

Pada tahun 2019 tidak terdapat permohonan upaya hukum peninjauan kembali  

 

 

Tabel 60 Indikator perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum PK 

 

 
 
 
 
 
 
 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Persentase perkara pidana yang tidak 

mengajukan upaya hukum kasasi 

90% 98.09% 108.98% 

Tahun Jumlah Perkara 

yang Putus 

Jumlah Perkara yang 

Mengajukan Upaya 

Hukum PK 

Jumlah Perkara yang 

Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum PK 

2019 124 1 123 

2018 243 0 243 

2017 209 0 209 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Persentase perkara pidana yang tidak 

mengajukan upaya hukum kasasi 

100% 100% 100% 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 
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Dari 124 perkara pidana yang masuk, diputus 110 pada tahun 2019 tidak terdapat 

perkara yang dimohonkan upaya hukum peninjauan kembali. Indikator Kinerja 

Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali 

ditetapkan target sebesar 100 %. Karena tidak terdapat perkara yang mengajukan 

upaya hukum peninjauan kembali maka realisasi dan capaian indikator ini adalah 

100%. 

3. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. 

 

3.1  Persentase Berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK 

secara lengkap 

  

i. Perdata 

Pada tahun 2019 terdapat 3 perkara perdata gugatan yang diajukan  

banding, terdapat 1 perkara yang diajukan kasasi, dan terdapat 1 Perkara 

yang mengajukan Peninjauan Kembali. Keseluruhan Perkara yang 

diajukan upaya hukum diajukan  secara lengkap dan tepat waktu. 

 
 
  
 

Persentase perkara pidana yang 

tidak mengajukan upaya hukum 

kasasi 

100% 100% 100% 

Persentase perkara pidana yang 

tidak mengajukan upaya hukum 

kasasi 

90% 98.09% 99.98% 

Persentase perkara pidana yang 

tidak mengajukan upaya hukum 

kasasi 

90% 98.09% 108.98% 
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ii. Pidana 

Pada tahun 2019 terdapat 4 perkara pidana yang diajukan banding, 20 

perkara diajukan kasasi dan 1, perkara diajukan PK. Keseluruhan 

Perkara yang diajukan upaya hukum diajukan  secara lengkap dan tepat 

waktu.  

*Termasuk perkara yang masuk tahun sebelumnya 

 3.2 Persentase berkas yang di register dan siap di distribusikan ke Majelis 

i. Perdata pada tahun 2019 terdapat 9 perkara perdata gugatan dan terdapat 262 

perkara perdata permohonan keseluruhan berkara perkara tersebut pada Majelis 

 

3.3 Persentase penyampaian pemberitahuan relas, putusan, tepat waktu,  

tempat dan para pihak. 

Dari pemberitahuan relas, putusan selama tahun 2019 secara keseluruhan 

disampaikan secara tepat waktu, tempat dan para pihak. 

Tabel 59 Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu,tempat dan para pihak 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Persentase penyampaian 
pemberitahuan relas putusan 
tepat waktu,tempat dan para 
pihak 
 

100 % 100% 100% 

 

 

 3.4 Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat 

Dari penyitaan yang masuk pada tahun 2019 secara keseluruhan dilakukan 

secara tepat waktu dan tempat  
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Tabel 62 Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Persentase penyitaan tepat waktu dan 

tempat 

100 % 100% 100% 

 

 3.5 Rasio Majelis Hakim terhadap Perkara 

Pada tahun 2019 terdapat 4(empat) orang Hakim Pengadilan Negeri 

Meulaboh (Termasuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri 

Meulaboh). Dari ke 4 (empat) Hakim tersebut dibuat dua formasi Majelis 

Hakim dengan 1 (satu) Majelis dipimpin oleh Ketua sebagai Ketua Majelis 

dan 1 (satu) Majelis lainnya dipimpin oleh Wakil Ketua sebagai Ketua 

Majelis. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara Pidana Biasa (tidak 

termasuk perkara pidana anak, cepat, singkat dan lalu lintas) adalah 2 

Majelis berbanding 124 perkara. Unruk Perkara Perdata Gugatan Rasio 

Majelis terhadap perkara adalah 2 Majelis berbanding  9 Perkara. 

Tabel 60 Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara Pidana 

Jumlah Majelis Jumlah Perkara Rasio 

2 124 1:120 

 

Tabel 61 Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara Perdata Gugatan 

Jumlah Majelis Jumlah Perkara Rasio 

2 9 1:12 

 

Tabel 62 Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Rasio Majelis Hakim terhadap 

Perkara 

 

100 % 100% 100% 
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 3.6 Persentase Responden yang Puas terhadap proses peradilan 

Pada tahun 2019 dilakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada 

Pengadilan Negeri Meulaboh, Responden terdiri dari beberapa kategori 

profesi dan tingkat pendidikan yang merupakan populasi survei. 

Populasi dalam survey adalah setiap orang yang berkaitan atau 

berkepentingan dengan kinerja atau pelayanan yang diberikan oleh 

Pengadilan Negeri Kelas II Meulaboh, terdiri dari: 

1. Penggugat 

2. Tergugat 

3. Saksi 

4. Jaksa Penuntut Umum 

5. Terdakwa 

6. Penasehat Hukum 

7. Polisi, Lembaga Pemasyarakatan 

8. Pengunjung, Pengguna Pengadilan/Wartawan   

Survei dilakukan menggunakan kuisoner dengan memanfaatkan 

variabel didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup. 

Adapun dari 9 ruang lingkup sesuai dengan peraturan tersebut 

kemudian dibuat daftar pertanyaan terekait permasalahan  sebagai 

berikut : 

1. Kebersihan Dan Kenyamanan 

Kebersihan Dan Kenyamanan adalah dimana terciptanya ruang kerja 

yang bersih dan nyaman yang mendukung terciptanya gedung kerja 

yang sehat. 

2. Kemudahan Informasi 
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Kemudahan Informasi adalah memberikan kemudahan Informasi baik 

secara online maupun secara personal. 

3. Kepuasan Pelayanan 

Kepuasan Pelayanan adalah kemampuan memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada seluruh pengguna Pengadilan Negeri. 

4. Sarana Prasarana 

Sarana Prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan seluruh aktifitas 

kerja baik dari kelengkapan hingga sampai perawatan sarana prasarana 

yang ada. 

5. Pelayanan dalam pendaftaran gugatan, Permohonan dan Informasi  

Pelayanan dalam pendaftaran gugatan, Permohonan dan Informasi 

adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 

pelayanan dalam pendaftaran awal. 

6. Prosedur Pelayanan 

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

7. Waktu pelayanan 

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

8. Biaya Pelayanan 

Biaya Pelayanan adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima 

layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari 

penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan 

antara penyelenggara dan masyarakat. 

9. Kemampuan Petugas Pelayanan 

Kemampuan petugas Pelayanan adalah kemampuan yang harus 

dimiliki oleh petugas pelayanan meliputi pengetahuan, keahlian, 

keterampilan, dan pengalaman. 

10. Perilaku Petugas Pelayanan 
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Perilaku Petugas Pelayanan adalah sikap petugas dalam memberikan 

pelayanan dengan standar pelayanan 3S Senyum, Sapa dan Salam. 

11. Maklumat Pelayanan 

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan 

kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai 

dengan standar pelayanan. 

12. Penanganan Pengaduan 

Penanganan Pengaduan adalah jenis pelayanan pengaduan kepada 

pihak pengguna pengadilan yang dilayani oleh petugas. 

13. Keberadaan Gedung 

Keberadaan Gedung  adalah Lokasi keberadaan keseluruhan Gedung 

pengadilan. 

14. Ketepatan waktu Sidang 

Ketepatan waktu sidang adalah pelayanan dimana petugas melakukan 

kegiatan persidangan secara tepat waktu sesuai dengan penetapan 

waktu sidang yang sudah ditentukan. 

15. Kemudahan mendapatkan Petikan Putusan 

Kemudahan mendapatkan Petikan Putusan adalah pelayanan petugas 

memberikan salinan putusan kepada para pihak yang berhak 

mendapatkannya. 

16. Kemudahan informasi biaya perkara 

Kemudahan informasi biaya perkara adalah jenis pelayanan yang 

mempermudah pengguna pengadilan mengetahui biaya-biaya perkara 

yang sudah ditentukan. 

17. Profesionalitas 

Profesionalitas adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana 

meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman 

menangani perkara. 

18. Pelayanan SIPP 
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Pelayanan SIPP adalah sistem pelayanan yang diberikan dan diterima 

untuk mempermudah penelusuran perkara  berbasis secara online. 

Setelah melakukan perhitungan terhadap hasil survei diperoleh hasil 

sesuai tabel berikut : 

Tabel 63 Index Kepuasan Masyarakat 

No Unsur Pelayanan 
Nilai 

Rata-rata 

Unsur 

Nilai 

IKM 

Kategori Kinerja 

 

1 

 

Persyaratan 

 

3,767 

 

 

 

Sangat  

Baik 

 

 

2 

 

 

Prosedur 3,680 

 

 

 

Sangat  

Baik 

 

 

3 

 

 

Waktu Pelayanan 3,713 

 Sangat  

Baik 

 

 

4 

 

 

Biaya / Tarif 3,680 

 

 

Sangat  

Baik 

 

 

5 

 

Produk Spesifikasi 

Jenis Pelayanan 3,780 

 Sangat  

Baik 

 

 

6 

 

Kompetensi 

Pelaksana 3,767 

 

 

Sangat  

Baik 

 

 

7 

 

 

Perilaku 

Pelaksana 
3,887 

 Sangat  

Baik 
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8 Sarana dan 

Prasarana 
3,773 

 Sangat  

Baik 

 

9 Penanganan 

Pengaduan 
3,687 

 Sangat  

Baik 

 

 Jumlah  93,7 A Sangat 

Baik 

 

Setelah dilakukan pengukuran diperoleh bahwa IKM Pengadilan 

Negeri Meulaboh memperoleh nilai 95,75. 

Indikator Persentase Responden Kepuasan Pelanggan ditargetkan 

sebesar 100% . Dengan asumsi bahwa nilai IKM 100 adalah nilai 

maksimum dari Indeks Kepuasan Masyarakat. Maka Tabel Berikut 

dapat memperlihatkan capaian pada indikator kepuasan.  

 

Tabel 64 Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Persentase responden yang puas 

terhadap proses peradilan 

 

100 % 93.081% 93.081% 

 Dengan realisasi sebesar 95.75% maka capaian indikator persentase responden yang 

puas terhadap Pengadilan Negeri Meulaboh adalah 93.081% atau memuaskan. 

Walaupun demikian Pengadilan Negeri Meulaboh tetap berusaha untuk memperbaiki 

pelayanannya. Karena ada beberapa kategori survei yang kurang memuaskan 

diantaranya ketepatan waktu, Keberadaan Gedung,  kecepatan Salinan/Petikan 

Keputusan dan sarana dan prasarana. 

4.Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to  
justice)   

 
4.1 Presentase perkara prodeo yang diselesaikan 
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Tabel 65 Perkara Prodeo 

Tahun Jumlah Perkara Prodeo Jumlah Perkara Prodeo yang 

diselesaikan 

2019 - - 

2018 - - 

2017 1 1 

 

Pada tahun 2019 tidak terdapat  perkara perdata permohonan yang masuk 

masuk secara prodeo (bebas biaya)  sehingga Biaya perkara ditanggung 

oleh DIPA 03 Pengadilan Negeri Meulaboh. Tidak ada yang dilaksanakan 

prodeo. 

 Tabel 66 Persentase perkara prodeo yang diselesaiakan 

 

Tabel 67 Perbandingan Persentase perkara prodeo yang diselesaiakan 

Indikator Kinerja Tahun Target Realisasi Capaian 

Persentase perkara prodeo yang 

diselesaiakan 

2019 - - - 

Persentase perkara prodeo yang 

diselesaiakan 

2018 - - - 

Persentase perkara prodeo yang 

diselesaiakan 

2017 100% 100% 100% 

 

Dengan keberadaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Amar Putusan Perkara 

tersebut dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari. 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Persentase perkara prodeo yang 

diselesaiakan 

100% 100% 100% 
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Tabel 68 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam 
waktu 1 hari setelah diputus 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Persentase putusan perkara yang menarik 

perhatian masyarakat yang dapat diakses 

secara online dalam waktu 1 hari setelah 

diputus 

 

90% 100% 111% 

Tabel 69 Perbandingan Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses 
secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus 

Indikator Kinerja Tahun Target Realisasi Capaian 

Persentase putusan perkara yang 

menarik perhatian masyarakat 

yang dapat diakses secara online 

dalam waktu 1 hari setelah 

diputus 

 

2019 90% 100% 111% 

Persentase putusan perkara yang 

menarik perhatian masyarakat 

yang dapat diakses secara online 

dalam waktu 1 hari setelah 

diputus 

 

2018 90% 100% 111% 

 

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

5.1  Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang 

berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. 

Indikator untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat terhadap putusan 

pengadilan adalah  dengan mengetahui persentase permohonan eksekusi atas 
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putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yang 

ditindaklanjuti. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 80 %. 

Pada tahun 2019 terdapat 9 (sembilan) permohonan eksekusi perkara perdata 

yakni perkara 1/Pdt.G/2018/PN Mbo, 3/Pdt.G/2017/Pn Mbo, 8/Pdt.G/2017/Pn 

Mbo dan 18/Pdt.G/2011/Pn Mbo, 19/Pdt.G/2011/Pn Mbo, 20/Pdt.G/2011/Pn 

Mbo, 2/Pdt.G/2018/Pn Mbo, 7/Pdt.G/2012/Pn Mbo, 10/Pdt.G/2015/Pn Mbo 

Permohonan eksekusi tersebut ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri 

Meulaboh. maka Pengadilan Negeri Meulaboh tetap akan menindaklanjutinya 

sampai dengan selesai sesuai dengan prosedur yang ada dan aturan hukum 

yang berlaku. terdapat 9 walaupun ada 1 perkara yang gugur No. 

3/Pdt.G/2017/Pn Mbo kerena Pada tahun 2019 sertifikatnya tidak ada sama 

pemohon  

 

Tabel 70 Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang 
ditindaklanjuti. 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Persentase permohonan eksekusi atas 

putusan perkara perdata yang berkekuatan 

hukum tetap yang ditindaklanjuti. 

 

80% 100% 125% 

 

Tabel 71 Perbandingan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum 
tetap yang ditindaklanjuti. 

Indikator Kinerja Tahun Target Realisasi Capaian 

Persentase permohonan eksekusi 

atas putusan perkara perdata 

yang berkekuatan hukum tetap 

yang ditindaklanjuti. 

 

2019 80% 100% 125% 

Persentase permohonan eksekusi 2018 80% 60% 75% 
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atas putusan perkara perdata 

yang berkekuatan hukum tetap 

yang ditindaklanjuti. 

 

 

6. Meningkatnya kualitas pengawasan 

 6.1 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 

Pada tahun 2019 tidak didapati Pengaduan masyarakata yang masuk  ke 

Pengadilan Negeri Meulaboh. Oleh karena itu tidak dilakukan pengukuran 

pada indikator persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.  

 

 

6.2 Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang 

ditindaklanjuti 

Pada tahun 2019 dilaksanakan satu kali pengawasan yang dilakukan 

Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Pada Pengawasan tersebut didapatkan 

beberapa temuan baik pada Manajemen Administrasi Umum dan 

Manajemen Administrasi Perkara. Keseluruhan hasil pemeriksaan tersebut 

menjadi bahan evaluasi guna perbaikan kinerja pada Pengadilan Negeri 

Meulaboh.  

Keseluruhan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti dengan melakukan 

pembenahan sesuai dengan kekurangan – kekuarangan yang ditemukan 

pada waktu pemeriksaan.  

 

Tabel 72 Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Persentase temuan hasil pemeriksaan 

internal dan eksternal yang ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 
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BAB IV 

 PENUTUP  

Demikian Laporan Akuntabilitas  Kinerja Instansi (LKjIP) tahun 2019 yang 

memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan 

Negeri Meulaboh dalam jangka waktu satu tahun yakni ada tahun 2019. 

 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LKjIP) dari Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Meulaboh ini merupakan suatu perwujudan 

transparansi dan akuntabelnya Pengadilan Negeri Meulaboh, karena Laporan ini 

melaporkan suatu capaian kinerja selama tahun 2019 dibandingkan dengan rencana 

kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Meulaboh. 

 Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Meulaboh tahun 2019 maka 

diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja 

Pengadilan Negeri Meulaboh sebagai institusi yang berwibawa mandiri, dan bisa 

memberikan rasa keadilan terutama dapat dirasakan bagi masyarakat pencari keadilan 

melalui institusi Pengadilan Negeri Meulaboh. 

 Dari hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Meulaboh keberhasilan yang 

dicapai pada tahun 2019 adalah meningkatnya penyelesaian perkara dan 

meningkatnya kinerja pegawai. 

 Adapun kendala yang dihadapi adalah dalam penyelesaian perkara terdapat 

faktor- faktor eksternal yang tidak dapat diperhitungkan yang dapat menghambat 

proses percepatan penyelesaian perkara. Kurangnya pegawai yang berkompetensi juga 

dapat mempengaruhi kualitas kinerja dan hasil kerja. 

 Dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah 

(LKjIP) Pengadilan Negeri Meulaboh tahun 2019 ini secara umum tujuan sasaran dan 

kegiatan Satuan kerja Pengadilan Negeri Meulaboh Tahun 2019 dapat dilaksanakan 

dengan baik, namun demikian masih perlu ditingkatkan agar sasaran dapat tercapai 

secara masksimal, sehingga dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

pencari keadilan hingga menuju ke Pengadilan Negeri yang Agung, sesuai dengan visi 

Pengadilan Negeri Meulaboh. 


